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Abstrak

Salah satu kewenangan seorangan Notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara
elektronik (Cyber Notary) yang berkonsep memanfaatkan dan menerapkan kemajuan teknologi
informasi, Dimana Notaris maupun Penghadap dapat melakukan penandatanganan secara elektronik.
Sedangkan, syarat utama membuat sebuah akta autentik yang dijelaskan dalam undang-undang yaitu
kehadiran para pihak di hadapan Notaris dan diharuskan melekatkan dokumen pendukung pada
akta . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan-peraturan mengenai
tanda tangan elektronik di Indonesia, Cara pembuatan akta autentik oleh Notaris jika melalui media
video conference dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung,dan
Pertanggungjawaban Notaris mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen
pendukung dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1. Pengaturan tanda tangan elektronik secara tegas
menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah jika
memenuhi syarat yang telah di atur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
juncto Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik 2. Pembuatan akta
autentik oleh Notaris melalui media video conference dengan menggunakan tanda tangan elektronik
pada dokumen pendukung, yaitu belum dapat dilakukan karena belum adanya aturan secara rinci di
dalam UUJN dan di dalam akta partij mewajibkan seorang Notaris untuk membacakan akta di
hadapan para pihak serta harus melekatkan dokumen pendukung pada akta tersebut , tetapi dalam
akta relaas seperti pada Rapat Umum Pemegang Saham masih dimungkinkan, karena Notaris hadir
dan terlibat dalam RUPS tersebut secara langsung dan rapat tersebut disetujui dan ditandatangani
secara elektronik maupun konvensional oleh semua peserta RUPS. 3. Pertanggungjawaban Notaris
mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung dalam pembuatan akta
autentik yaitu dalam pembuatan akta tersebut Notaris memiliki tugas untuk memformulasikan sesuai
dengan apa yang diberikan atau keinginan dari para pihak ke dalam akta autentik yang dibuatnya.
Tetapi jika adanya kesalahan ataupun Notaris terbukti ikut serta dalam suatu pelanggaran maka
Notaris harus bertanggungjawab secara administrasi, pidana ataupun perdata.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Keabsahan; Tanda Tangan Elektronik; Dokumen Pendukung.
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Abstract

The authority of a Notary is to certify transactions made electronically (Cyber Notary) with the
concept of utilizing and applying advances in information technology, where the Notary and the
Appellant can sign electronically. Meanwhile, the main requirement for making an authentic deed
described in the law is the presence of the parties before a Notary and required to attach supporting
documents to the deed. The purpose of this study is to analyze the regulations regarding electronic
signatures in Indonesia, how to make an authentic deed by a Notary if through video conference
media using an electronic signature on supporting documents, and Notary's responsibility regarding
the validity of electronic signatures on supporting documents in making authentic deeds.
electronically in the making of an authentic deed. This research uses normative legal research
methods. The results of this study conclude: 1. The regulation of electronic signatures clearly
explains that electronic signatures have legal force and legal consequences if they meet the
requirements stipulated in the Electronic Transaction Information Law, Government Regulations for
System Operations and Electronic Transactions, 2. Making authentic deeds by Notaries through video
conference media using electronic signatures on supporting documents. It has not been regulated in
detail in the UUJN, so making a deed based on an electronic signature on supporting documents and
through video conference media is not yet possible because the partij deed requires a notary to read
the deed in front of the parties, in a relaas deed such as at the General Meeting of Shareholders.
Shares are still possible because the Notary is present and directly involved in the GMS and the
meeting is approved and signed electronically or conventionally by all GMS participants. 3. The
Notary's responsibility regarding the validity of the electronic signature on supporting documents in
making an authentic deed is that in making the deed, the Notary has the task of formulating in
accordance with what was given or the wishes of the parties into the authentic deed he made. But if
there is an error or the Notary is proven to have participated in a violation, the Notary must be
responsible administratively, criminally or civilly.

Keywords: Accountability; Validity; Electronic Signature; Supporting documents.
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BAB1I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di akhir tahun 2019, Seluruh negara terserang virus corona atau
yang disebut juga COVID-19. Pandemik COVID-19, juga dikenali
sebagai pandemik koronavirus atau wabah koronavirus ialah penyakit
koronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada
koronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 (SARS-CoV-2) ! (yang
selanjutnya akan disebut dengan COVID-19).

Penyakit COVID-19 masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020.
Virus ini merupakan musibah yang sangatlah memilukan bagi seluruh
negara. Tak terkecuali Indonesia, Indonesia merupakan negara
kepulauan yang mana jumlah penduduk yang padat menyebabkan
makin cepat pula penyebaran penyakit tersebut terjadi. banyaknya
masyarakat terjangkit COVID-19 dan menyebab Seluruh segmen
kehidupan manusia di bumi terganggu.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menetapkan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)? sebagai jenis penyakit yang menimbulkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

! "Coronavirus Disease (COVID-19) — events as they happen". who.int. Dicapai
pada 27 February 2020.https://ms.wikipedia.org/wixki/Pandemik COVID-19#cite
note-AutoDW-1-8 pandemik covid 19, di akses pada tanggal 19 November 2020, pukul
10.42.

2 Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang
Penetepan kedaruratan kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://ms.wikipedia.org/wixki/Pandemik_COVID-19#cite note-AutoDW-1-8
https://ms.wikipedia.org/wixki/Pandemik_COVID-19#cite note-AutoDW-1-8

Pemerintah melakukan pencegahan perluasan penyakit dengan
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Yang
mana di dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Pembatasan Sosial
Berskala Besar paling sedikit meliputi :

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.®

Adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka mengharuskan
melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk mengurangi kontak
orang-orang secara masif dan menyelamatkan hidup atau tetap harus
membuka sekolah dalam rangka survive para pekerja dalam menjaga
keberlangsungan ekonomi.*

Pemerintah juga menganjurkan semua aktifitas dilakukan secara
teknologi informasi ataupun transaksi elektronik untuk tetap berjalannya
perekonomian dan pekerjaan masyarakat vyaitu Pemerintah
menganjurkan Murid maupun mahasiswa vyang melaksanakan
pembelajaran dengan cara daring, para pegawai mengerjakan

pekerjaannya dari rumah (work from home), maupun banyak

8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar .

4 Rizqon Halal syah aji, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia:
sekolah, keterampilan dan proses pembelajaran”, Salam Jurnal social dan budaya syar-
I FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta Vol. 7 no.5, April 2020, Hal.396



bermunculan penjualan secara online tanpa bertemu langsung dengan
pembeli (Face to Face).

Notaris dan PPAT sebagai pejabat publik yang diberikan tugas
dan wewenang oleh perundang-undangan, seperti dalam Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris,
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (UUJN) menentukan Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau
berdasarkan undang-undang lainnya®. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJNP
berbunyi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang.”

Kewenangan Notaris juga diatur dalam pasal 15 ayat (2) UUJNP, yaitu :

a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus;

5 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004
tentang jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJNP.



b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan;

d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya;

e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan Akta;

f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g) membuat Akta risalah lelang.®

Syarat utama membuat sebuah akta autentik yang dijelaskan

dalam undang-undang yaitu kehadiran para pihak di hadapan Notaris
akan tetapi, dikarenakan adanya musibah ini menyebabkan Notaris
harus memikirkan bagaimana cara agar pekerjaannya tidak lama
tertunda karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah
dibutuhkan oleh para pihak. Dari itu diperlukannya teknologi Informasi
untuk  menunjang kebutuhan  masyarakat tersebut. Maka,
berkembanglah konsep seorang notaris yang menjalankan fungsinya
dengan mengaplikasikannya secara elektronik untuk membuat akta
notaris yang disebut dengan Cyber Notary.” Prinsip Cyber Notary

merupakan konsep yang memanfaatkan dan menerapkan kemajuan

teknologi terutama teknologi informasi bagi para notaris dalam rangka

¢ Ibid. UUJN-P

! Dwi Melyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. “Kewajiban pembacaan akta
otentik dihadapan penghadap dalam konsep Cyber Notary”. Repertorium Jurnal Ilmiah
Hukum Kenotriatan dalam buku cyber notary. Cetakan Pertama. Palembang : Unsri
Press . 2020. Hal. 67



melaksanakan tugas dan kewenangannya. Digitalisasi dokumen
merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan
autentikasi dan legalisasi dokumen.®

Kewenangan notaris di bidang Cyber Notary secara tegas disebut
dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP yang berbunyi :
“Notaris mempunyal kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan”. maksudnya antara lain, kewenangan sertifikasi
transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), membuat

akta, ikrar dan wakaf dan hipotek pesawat terbang.” Berdasarkan
penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut. Dapat kita diketahui bahwa Notaris
memiliki kewenangan lain salah satunya adalah kewenangan
mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber
Notary). °® Maksud dari sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga
memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah
memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan
dengan prosedur yang disepakati.!°

Pada zaman teknologi ini perkembangan teknologi di beberapa

negara telah menerapkan Cyber Notary (electronic-notary) dalam sistem

hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan

8 Narasumber Lolly Amalia Abdullah, “Pemerintah dan INI Bahas Konsep
CyberNotary” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9el5/pemerint
ah-dan ini-bahas-konsep-icyber-notaryi, 2010, di akses pada tanggal 12 Desember
2020. Pukul 10.24.

® Penjelasan pada angka 6 pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004
tentang jabatan noaris.

10 Emma Nurita,”Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran”,
Refika Aditama: Bandung, 2012, Hal. 117



https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan%20ini-bahas-konsep-icyber-notaryi,%202010
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan%20ini-bahas-konsep-icyber-notaryi,%202010

keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan
penyelenggaraan tanda tangan digital.!! Negara Amerika Serikat dan
Perancis merupakan negara yang telah menyelenggarakan Cyber
Notary pada sistem hukum nasionalnya. Sedangkan Indonesia masih
dalam tahap memperjuangkan untuk mengikuti teknologi ini.!?

Konsep Cyber Notary ingin memberikan bingkai hukum yaitu agar
tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan
notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu,
dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda
dengan tempat yang berbeda pula.!®

Menurut Howard Rheingold menyatakan, Cyber Space adalah
sebuah “ ruang imajiner” atau “maya” yang bersifat artifisial, di mana
setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan
sosial sehari-hari dengan cara yang baru.!* Berkaitan dengan Cyber
Space ini Agus Rahardjo mengatakan, Cyber Space yang merupakan
sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer (Computer Mediated
Communication). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan
manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).'® sedangkan

menurut Lawrence Leff bahwa yang dikonsepkan oleh America Bar

11 Edmon Makarim,“Notaris & Transaksi Elektronik : kajian hukum tentang
cybernotary atau electronic Notary”, Edisi ke 2, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016,
Hal.5

12 Ibid, Hal.6

13 Emma Nurita, Op, Cit. Hal. xii

14 Hamid Abdul dan Mohammad Labib, “Kejahatan Mayanta (cyber crime)”, PT.
Refika Aditama : Bandung, 2010, Hal.32.

15Agus  Raharjo,“Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan
berteknologi”, Citra Adiya Bakti : Bandung, 2002, Hal. 91



Association dengan, Cyber Notary adalah seseorang yang mempunyai
kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan computer. Fungsinya
dipersepsikan sebagaimana layaknya Notaris Latin daam memfasilitasi
suatu transaksi internasional.!®

Pengertian Cyber Notary mengandung arti bahwa akta Notaris
yang dibuat dengan menggunakan alat elektronik atau Notaris hanya
mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan
aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik
tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan
penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan Notaris.!? Hal
tersebut akan mengakibatkan apakah akta Notaris tersebut telah
memenuhi ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan dengan Pasal
1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata'® dan pada pasal 16 ayat 1
huruf m UUJNP.

Ditinjau dari pasal 1868 KUHPerdata yang dimana ‘“suatu akta otentik

ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang
oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta
itu dibuat.” Maka, para pihak harus berhadapan langsung dengan Notaris
dimana tempat kedudukannya, sedangkan dalam konsep Cyber Notary para
penghadap tidak perlu berhadapan langsung dengan notaris. Telah dijelaskan
Cyber Notary sendiri berkonsep memanfaatkan dan menerapkan kemajuan

teknologi terutama teknologi informasi, yang diharapkan para pihak

16 Edmon Makarim, Op.Cit, Hal. 11
17 Dwi Melyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka.Op,Cit. Hal. 69

18 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan
KUHPER



dimudahkan untuk memberikan dokumen pendukung seperti KTP, Surat Kuasa,
Pernyataan ahli waris dan lain-lain dengan cara Transaksi Elektronik melalui
whatsapp, email, massangers, atau melakukan penandatanganan secara
elektronik dan secara langsung menggunakan video conference dengan
Notaris.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti yang sah“.!® Sedangkan Berdasarkan
Pasal 6 UUITE yang menyatakan: “Dalam hal terdapat ketentuan lain
selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa
suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang
tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya
dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu

keadaan”. 20

Dalam pasal ini diatur bahwa suatu informasi harus ditampilkan

dalam bentuk tertulis dan asli, dan dapat dipertanggungjawabkan maka

18 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan UUITE. Didalam penjelasan
atas undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan Pasal 5
tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5
menjadi menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

20 Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik



selanjutnya akan dianggap sah dimata hukum. 2!

akan tetapi, karena
adanya kemudahan tersebut terkadang penghadap memiliki watak dan
keinginan yang berbeda-beda. Yang cenderung mementingkan diri
sendiri atau pun golongan yang menyebabkan adanya upaya untuk
memalsukan surat atau dokumen untuk melancarkan keinginannya
untuk memiliki kekuasaan. Menurut R. Sigandi, Keterangan palsu adalah
keterangan yang tidak benar atau keterangan dengan keterangan
sesungguhnya. 22 Dalam praktik, terkadang para pihak atau penghadap
memberikan keterangan ataupun pernyataan yang tidak benar (palsu)

kepada notaris?®. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan atau

pernyataan tersebut adalah keterangan atau pernyataan yang palsu.

Notaris menuangkan keterangan atau pernyataan tersebut dalam
bentuk akta notaris. Selanjutnya, adanya pihak lain yang merasa
dirugikan mempermasalahkan akta notaris tersebut, bisa terjadi suatu
gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka
tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan
para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh
Notaris bahkan melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum atas

dasar melakukan tindak pidana.

21 M. Alvi Syahrin, “Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik berdasarkan Hukum
Nasional dan UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE”, Repertorium
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan, Vol.9 No.2, November 2020, Hal.112

22 Adami Chazawi,”Kejahatan Terhadap Pemalsuan”, Rajawali Pers: Jakarta,
2002, hal.7

23 Akh. Sofi ubaidillah.”Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang memalsukan
surat”. Jurnal Hukum dan kenotariatan Vo.3 Nomor 2 Agustus 2019. Hal.02
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Sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf ¢ UUJN yang mana dalam
menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen
serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.?* Terlebih lagi dikarenakan
menggunakan transaksi elektronik menyebabkan sulitnya mengetahui
keaslian dokumen tersebut dan di dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris, sebagai seorang pejabat umum yang dituntut untuk
bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Yang dapat
menjadi permasalahan mengenai tugas-tugas notaris ialah pembuatan
akta autentik yang didasari dokumen pendukung oleh penghadap
mengertakan adanya keterangan ataupun terdapat pernyataan palsu.

Menjadikan pertanyaan ialah dapatkah seorang notaris dimintai
pertanggungjawaban mengenai pembuatan akta yang didasarkan
dokumen pendukung dari penghadap tersebut ? Terkait dengan hal
tersebut, Undang — Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai
tindak pidana terkait mengenai jabatan notaris. Dengan demikian, jika
terbukti adanya tindak pidana yang terkait dengan tugas notaris , maka
diberlakukannya Kitab undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan di
dalam UUJN maupun UUJNP tidak adanya aturan yang mengatur
mengenai pertanggungjawaban notaris dikarenakan keaslian data dari
dokumen pendukung . Sehingga timbul kekosongan norma hukum
dalam UU Perubahan atas UUJN yang berkaitan dengan tanggung jawab

notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang

24 Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.
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dipalsukan oleh para pihak . dikarenakan melalui media elektronik
menjadikan pula permasalahan dan bagaimana kebenaran isi dari
dokumen pendukung dari penghadap dan menjadikan banyak
pertanyaan yang timbul dari latar belakang ini. Maka dari uraian diatas
maka penulis mengangkat judul tesis “PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS MENGENAI KEABSAHAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG DALAM
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan
yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Tanda Tangan Elektronik Di
Indonesia ?

2. Bagaimana Cara Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Melalui
Media Video Conference dengan Menggunakan Tanda Tangan
Elektronik Pada Dokumen Pendukung ?

3. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Keabsahan
Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung dalam

Pembuatan Akta Autentik ?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui

penelitian ini adalah :

1.

Untuk Menganalisis Pengaturan Mengenai Tanda Tangan

Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif.

. Untuk Menganalisis Cara Pembuatan Akta Oleh Notaris

Melalui Media Video Conference dengan Menggunakan

Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung

. Untuk Menganalisis Pertanggungjawaban Notaris Mengenai

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen

Pendukung dalam Pembuatan Akta Autentik.

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan

dapat tercapai, Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

a.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kenotariatan
khususnya mengenai tanda tangan elektronik (Cyber Notary)
dan juga dapat memberikan sumbangsih dalam informasi

ilmiah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Notaris
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mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen

pendukung para penghadap dalam pembuatan dalam

pembuatan akta autentik.

Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Bagi Notaris, Untuk menambah ilmu pengetahuan dan
praktik untuk berhati-hati dalam menerima surat ataupun
dokumen dari penghadap, melakukan pengecekan terlebih
dahulu dalam membuat akta autentik dengan menggunakan
tanda tangan elektronik (Cyber Notary).

Bagi penghadap, Diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan dan memberikan informasi bahwa adanya
bentuk pelayanan di bidang profesi jabatan notaris secara
transaksi elektronik (Cyber Notary). Memberikan
pengetahuan terkait sebab dan akibat serta adanya
konsekuensi hukum atas segala perbuatan hukum yang
timbul dari perbuatan penghadap.

Bagi pemerintah, Diharapkan agar memberikan masukan
mengenai tesis ini dan membuat peraturan perundang-
undangan yang mengatur khusus mengenai Cyber Notary
agar dapat memberikan kepastian hukum dan kebijakan di
bidang kenotariatan, dan juga pemerintah diharapkan lebih
memperhatikan atau memberikan akses bagi notaris untuk

dapat mengecek kebenaran KTP, Surat Kuasa, pernyataan
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ahli waris dan lain-lain yang telah diberikan oleh
penghadap.

D. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto kerangka teori merupakan landasan
dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat
kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang
dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,
sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.?® Dalam suatu
penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi
Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory.?® Adapun

penjelasan teori-teori tersebut sebagai berikut :

1. Grand Theory

Grand theory ialah teori yang mendasari teori-teori (middle
range theory and applied theory) yang akan digunakan dalam
penelitian. Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian

Hukum. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian:

a) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu
mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang

boleh dan tidak boleh dilakukan.

25 Soerjono Soekanto,”Pengantar Penelitian Hukum”, Ul Press: Jakarta, 1986,
Hal. 6.
26 Ibid, Hal. 53.
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b) Adanya keamanan hukum berupa jaminan kepastian hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya
aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat
mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap

individu.??

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu
maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan
tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan
aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.?® Yang mana kita
telah ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum

(rechtsstaat) berdasarkan Pancasila.?®

Fungsi dari teori kepastian hukum dalam penelitian ini

berkaitan dengan keabsahan penandatanganan pada dokumen

2T Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar llmu Hukum”, Kencana Perdana Media
Group: Jakarta, 2008, Hal. 158.

28 Dominikus Rato,”Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami
Hukum”, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2010, Hal.59

29 Ibid.
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pendukung dalam pembuatan akta autentik. Dengan adanya
kepastian hukum diharapkan masyarakat mengetahui kejelasan akan
hak dan kewajibannya menurut hukum, apa yang boleh dilakukan
dan tidak boleh dilakukan maupun untuk memenuhi jaminan oleh

para penghadap maupun Notaris itu sendiri.

2. Middle Theory

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan, agar
pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand
theory. Pada penelitian ini Middle Range Theory yang akan digunakan
berupa Middle theory merupakan teori yang digunakan agar
pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand
theory.®® Dalam penelitian ini middle theory yang digunakan adalah

Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa
perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang
bersifat preventi dan resprensif. Perlindungan Hukum yang Preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan
tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
kepuusan berdasrkan diskresi dan sedangkan perlindungan yang

resprentif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

30 Munir Fuady, “Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum”, Jakarta :
Kencana, 2003, Hal. 43.
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penanganannya di lembaga peradilan.®! Perlindungan Hukum

merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum

melalui

peraturan perundang-undangan vyang berlaku dan

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a)

b)

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum
yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan
maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta
memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam
melakukan kewajiban.

Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa

atau telah dilakukan pelanggaran.®?

Dari uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

hukum untuk meweujudkan tujuan-tujuan hukum. Perlindungan yang

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Baik

hal.53

3! Satjipto Raharjo, “ Ilmu Hukum”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000,

82 Muchsin, ,“Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia”,

Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, 2003, Hal.14.
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secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan
peraturan hukukm. Sedangkan Permasalahan yang ada didalam tesis
ini berbentuk perlindungan hukum preventif, yaitu berlaku untuk
notaris dalam membuat akta, mengingat seringnya notaris
dihadapkan oleh permasalahan hukum oleh pihak penghadap yang
mempunyai niat tidak baik dalam proses pembuatan akta, seperti
membuat surat palsu dan mencantumkan keterangan palsu kedalam
akta autentik yang dibuat notaris, oleh karena itu perlu diatur kembali
dalam UU]JN-P tentang prinsip kehati-hatian notaris dalam proses
pembuatan akta, agar kedepannya notaris dalam melaksanakan
tugas dan jabatannya, dapat mencegah timbulnya permasalahan
hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

3. Applied Theory

Applied Theory merupakan pembahasan bagaimana asas-asas
hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan
yang di teliti. Menurut Utrecht, asas hukum (recht beginzel) adalah
dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan
(kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-
peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga
hukum.3® Pada penelitian ini Applied Theory yang akan digunakan
berupa Teori Pertanggungjawaban, Teori keabsahan dan Teori

Tanda tangan Elektronik.

33 Utrecht dan Riduan Syahrani, “Rangkuman Intisari [Imu Hukum” Citra Aditya
Bakti: Bandung, 2008, Hal. 153.
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a. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat
dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban muncul
karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan
kewajiban kepada Subjek Hukum. Subjek Hukum yang dibebani
kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai
perintah dari aturan hukum. Akibat dati tindakan dilaksanakannya
kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan
tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat
dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans,
subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan
“bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas
pelanggaran.3*

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna
bertanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai
dalam arti liability 3°
Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat

dibedakan sebagai berikut %¢:

3¢ Hans Kelsen, ”Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttagien, Teori Hukum
Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif’, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa
Media, 2008, Hal. 136

35 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi
Mandotary, Raja Grafindo Perss: Jakarta, 2011, Hal. 54.

3¢ Celina Tri Siwi K, “Hukum Perlindungan Konsumen”,Jakarta: PT. Sinar
Grafika, 2008, Hal. 92.4



20

1. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan Unsur
Kesalahan (Liability based on fault)

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab
(Presumption of liability)

3. Prinsip Tanggung jawab Mutlak ( Strict liability)

Menurut Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai

tanggung jawab terdiri dari:®’

1.

Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu
bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang
dilakukannya sendiri;

Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang
individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran

yang dilakukan oleh orang lain;

. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang

berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas
pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan

diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa

seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran
yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak

diperkirakan.

ST Ibid, Hal. 140
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Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris yang menganut
prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Liability based on
fault), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung
jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau
pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.’® Tanggung jawab
hukum dalam korelasinya dengan permasalahan apabila adanya
pemalsuan pada surat atau dokumen pendukung yang telah
diberikan kepada notaris oleh penghadap. Hal ini kemudian
dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak baik secara materiil
dan imateriil di kemudian hari bagi Notaris.

b. Teori Keabsahan.

Teori keabsahan dihubungkan dengan keabsahan akta
notaris, Pada Pasal 1 angka 7 yaitu akta Notaris yang selanjutnya
disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini.3°

Dalam penelitian ini, dalam keabsahan dokumen
pendukung yang diberikan penghadap jika menggunakan media

elektronik. Sah atau tidak dokumen tersebut. Karena dalam

38 Syamsul Bahria, “kewenangan notaris dalam mensertifikasi transakasi
elektronik dalam rangka cyber notary”, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan,
vol.8 no.2 november 2019. Hal.150

3% Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-
undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris
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pembuatan akta autentik wajib melekatkan dokumen tersebut
pada minuta akta.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf ¢ UUJN yang mana dalam
menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan
dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan di
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum
yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah
dibuatnya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dari jabatan
Notaris adalah memformulasikan sesuai keinginan atau tindakan
para pihak kedalam akta autentik dengan memperhatikan aturan
hukum yang berlaku, akta autentik yang dibuat Notaris tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat
bukti dalam Hukum Acara Perdata, kesempurnaan akta Notaris
sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau
ditafsirkan lain, selain yang ditulis dalam akta tersebut.

c. Teori Tanda tangan Elektronik

Teori tanda tangan Elektronik dihubungkan dengan
keabsahan dokumen pendukung para penghadap. Berdasarkan
pasal 5 ayat 1 yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah. Dan untuk tanda tangan elektronik itu sendiri
berdasarkan pasal 1 angka (12) UU ITE merupakan tanda tangan

yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi
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atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.*°
Konsep dengan menggunakan tanda tangan elektronik
sendiri diharapkan memudahkan para penghadap untuk tidak
perlu datang ke kantor berhadapan dengan notaris dan juga
bertujuan mempersingkat waktu karena Lkeberadaan para
penghadap yang jauh untuk memberikan dokumen pendukung
terlebih lagi adanya penyakit yang menyangkut dengan
kedaruratan masyarakat yang mengharuskan kita untuk menjaga
jarak satu sama lainnya.
E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah merupakan uraian tentang konsep-
konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-
konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau
fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta
tersebut.*! Maka untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu

diberikan kerangka konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban, berasal dari kata Tanggung Jawab adalah
keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga

berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala

40 Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

4l Soetandyo Wignjosobroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalah-Masalahnya, Jakarta:Huma, 2002, hal. 26
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sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung
akibatnya.*? sedangkan Pertanggungjawaban yaitu Keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa
boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

2. Notaris adalah “orang mendapat kuasa dari pemerintah untuk
mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat
wasiat dan sebagainya”.*?

3. Keabsahan , berasal dari istilah hukum Belanda yaitu rechtmatig
yang secara harfiah dapat diartikan sebagai berdasarkan atas
hukum.**

4. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat
verifikasi dan autentikasi.*®

5. Dokumen Pendukung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) ialah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat
dipergunakan sebagai bukti atau keterangan.

6. Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh

42 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta, 2002, Hal.283

431.C.S Simorangkir, 2013, Kamus Hukum, Jakarta:Aksara Baru, Hal.53.

44 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya,
BinavIlmu, 1987, Hal. 23.

45 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
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atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu

di tempat di mana akta dibuatnya.*®
F. Metode Penelitian

Menurut soerjono soekanto, penelitian hukum merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.*’
Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adlah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian
ini adalah Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian
kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukan
hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum
yang lain.*® Penelitian Normatif mengacu pada norma-norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-
putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

masyarakat.*®

46 R.Soegondo, 1991, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Hal.
89.

47 Zainuddin Ali “ Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika: Jakarta, 2014,
Hal.18

48 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1985, Hal.23.

4% Zainudin Ali, “Metodologi Penelitian Hukum”, Sinar Grafika: Jakarta, 2009,
Hal.105.



26

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang penulis

gunakan maka akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:5°

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.®! Yaitu Jabatan
Notaris dan Transaksi Elektronik (Cyber Notary). Pendekatan
perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan
legislasi dan regulasi.®?

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian yang dilakukan
dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena
memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang
dihadapi.’® Cyber Notary mengacu pada UUJN dan UU-ITE tetapi
belum ada Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Cyber

Notary.

50 Johny Ibrahim, “Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Mandar Maju,
Malang”, Publising: Banyuwangi-Jawa Timur, 2007, Hal. 300

51 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Edisi. 1, Cetakan. 6, Kencana,:
Jakarta, 2010,Hal. 93.

52]bid.

53 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Prenadamedia Group: Jakarta,
Edisi Revisi, 2005, Hal. 166.
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa

bahan hukum yang terdiri dari:5*

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat dan ada korelasinya dengan pembahasan yang akan
dibahas baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan
hukum Primer bersumber dari peraturan perundang-
undangan, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Undang-Undang Nomor 30 tahuan 2004 tentang jabatan
Notaris sebagaiana telah diubah dengan Undang-Undang
Nommor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

54 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal.
175-176
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5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang
Kekarantinaan Kesehatan,;

1. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Perceptan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
antara lain buku-buku literatur ilmu hukum perdata, karya
ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum dan artikel, serta
bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penelitian ini.

. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan
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berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

ensiklopedia, dan media cyber (internet).%®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan Penelitian diperoleh
melalui studi Kepustakaan.’® Terhadap bahan-bahan hukum vyaitu
bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier

untuk kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukan klasifikasi.

5. Teknik Pengolahan bahan penelitian

Bahan penelitian yang telah dikumpulkan yang diperoleh hasil
penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan yang dilakukan
dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat
memperoleh kesimpulan®’ dan di susun kembali sehingga dapat
mudah dipahami dan diinterpresentasikan berdasarkan pokok-

pokok yang akan di bahas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan
menggunakan metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir dari

hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Proses

55 Ibid, Hal. 176

56 Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan
studi penelaahan terhadapa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, M.Nazir, Metode
Penelitian, Cetakan ke 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hal. 27.

57 Soekanto Soerjono, “Pengantar IImu Hukum”, Ul Press :Jakarta, 2000, Hal. 23.
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yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-
norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan
hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna
penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga

diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.5®

58 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, hal. 120.
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